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ABSTRAK

Penggelapan pajak merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam
penyelenggaraan perpajakan termasuk di Indonesia. Hingga saat ini masih banyak
terjadi kasus penggelapan pajak dikarenakan oleh perilaku dari wajib pajak yang
tidak patuh atas kewajiban perpajakannya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji
perilaku wajib pajak terhadap penggelapan pajak menggunakan pendekatan
Theory of planned behavior. Metode yang digunakan dalam penyusunan artikel ini
adalah pendekatan studi pustaka atau studi literatur. Pencarian jurnal tersebut
dilakukan melalui database elektronik Google Scholar dengan kata kunci
penggelapan pajak (tax evasion). Dari semua referensi yang telah didapat
kemudian diseleksi sesuai dengan topik yang dibahas. Hasil studi literatur
menunjukkan bahwa suatu tindakan penggelapan pajak di dasari oleh adanya
tingkat rasionalitas dan lingkungan wajib pajak vyang selanjutnya akan
menentukan perilaku patuh atau melanggar kewajiban perpajakannya. Selain itu,
sikap ketidakpatuhan pajak dan penggelapan pajak juga dilatarbelakangi oleh
beberapa faktor yakni persepsi wajib pajak atas ketidakadilan, adanya tarif pajak
yang ftinggi, dan belum adanya pengalaman dalam pemeriksaan pajak serta
adanya tingkat pendapatan yang besar akan menimbulkan sikap seseorang untuk
tidak patuh dan akan menggelapkan pajak atas kewajibannya.

ABSTRACT

Tax evasion is one of the problems that often occurs in the administration of
taxation, induding in Indonesia. Until now, there are still many cases of tax
evasion due to the behavior of taxpayers who do not comply with their tax
obligations. This article aims to examine the behavior of taxpayers towards tax
evasion using the Theory of planned behavior approach. The method used is a
literature study or literature study approach. The journal search was conducted
through Google Scholar with the keyword tax evasion. From all the references
that have been obtained then selected according to the topics discussed. The
results of the literature study indicate that an act of tax evasion is based on the
level of rationality and the taxpayer's environment which in turn will determine
the behavior of obeying or violating their tax obligations. In addition, the attitude
of tax disobedience and tax evasion is also motivated by several factors, namely
the taxpayer’s perception of injustice, the existence of high tax rates, and the lack
of experience in tax audits as well as the presence of a large level of income that
will lead to a person's attitude to tax evasion.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang sehingga gencar melaksanakan pembangunan diberbagai

sektor. Pelaksanaan pembangunan tersebut tentu membutuhkan biaya yang cukup besar guna
menciptakan masyarakat yang maju dan sejahtera. Salah satu upaya untuk memenuhi hal tersebut yakni
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dengan memperbaiki penerimaan pajak negara, sebab hingga saat ini pajak masih menjadi sumber
utama dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan data yang diperoleh dari tiga tahun terakhir yang peneliti ambil yakni data tahun 2019
hingga 2021. Data tersebut adalah jumlah wajib pajak yang terdaftar di Direktorat Jenderal EBjak
Republik Indonesia dan jumlah wajib pajak yang melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) wajib
pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar fE}Ha tahun 2019 adalah 8.742.603. Wajib
pajak orang pribadi yang terdaftar pada tahun 2020 adalah 9.945.801 SPT Tahunan telah dilaporkan,
sehingga jumlah tersebut naik 13,76% atau sekitar 1,2 juta dari laporan SPT Tahunan 2019 yang
berlangsung pada periode tahun yang sama. sedangkan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada
tahun 2021 adalah 11,3 juta, jumlah tersebut meningkat 26,6% jika dibandingkan dengan kinerja pada
periode yang tahun sama (www.pajak.go.id). Hal ini menandakan bahwa penerimaan pajak telah
memegang peranan penting dalam melangsungkan roda pemerintahan. Besarnya peranan pajak tersebut
sayangnya belum diimbangi dengan kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak.

Oleh karena itu guna untuk memaksimalkan penerimaan pajak negara maka pemerintah telah
menerapkan self assessment system dimana setiap wajib pajak diberikan kewenangan untuk dapat
melaporkan, menghitung, dan membayarkan pajak yang telah menjadi tanggungjawabnya. Oleh sebab
itu, besaran penerimaan pajak suatu negara sangat bergantung padaffepatuhan wajib pajak. Diperlukan
suatu langkah atau upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak bagi wajib pajak. Salah satu upaya yang
dapat dilaksanakan adalah meningkatkan kesadaran perilaku wajib pajak agar tidak terjadi niatan
melakukan tindakan penggelapan pajak.

Penggelapan pajak merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam penyelenggaraan

perpajakan. Tidak hanya di Indonesia, penghindaran pajak juga banyak terjadi di negara berkembang
lainnya (Dewanta dan Machmuddah, 2019). Duadf}dalam Oktaviani. et a/ (2018), penggelapan pajak
merupakan suatu tindak pidana dengan melakukan manipulasi subjek dan objek pajak untuk memperoleh
penghematan pajak dengan melanggar hukum.
B Menurut Putra dan Qibthiyyah (2019), menjelaskan bahwa penggelapan pajak adalah tindakan
untuk menekan jumlah penghasilan dan pajak yang dilaporakan serendah mungkin dengan melanggar
peraturan perpajakan yang berlaku, hal tersebut merupakan tindakan ilegal seperti penggunaan faktur
pajak fiktif, dengan sengaja dan sadar tidak melaporkan sejumlah penghasilan atau penjualan tertentu,
menyembunyikan barang dagangan atau hasil produksi dengan tidak melaporkan kedalam pembukuan
resmi dan lain sebagainya.

Salah satu kasus penggelapan pajak terjadi di Semarang, penggelap pajak ini diduga telah
melakukan tindak pidana perpajakan dengan membuat faktur pajak palsu secara sengaja. Kegiatan
tersebut berlangsung sejak Juli 2010 hingga November 2014. Tersangka tersebut menjual faktur pajak
palsu senilai lebih kurang RpfE)5 miliar ke beberapa perusahaan di Semarang. Akibat perbuatannya
tersebut, tersangka terancam pidana penjara paling sedikit dua tahun dan paling lama enam tahun EBita
denda paling sedikit dua kali dan paling banyak enam kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti
pemungutan pajak, bukti peflbtongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak. Tersangka dijerat dengan
pasal 39A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(www.pajak.go.id).

Selain itu, kasus penggelapan pajak juga terjadi di Denpasar. Tersangka tersebut berusia 37 tahun
dan dijatuhi hukuman dua setengah tahun penjara serta denda Rp4,5 miliar dalam sidang yang digelar
secara daring oleh Pengadilan Negeri Denpasar. Dalam putusan Hakim, pengusah@@dvertising asal
Malang, Jawa Timur ini terbukti melakukan penggelapan pajak senilai Rp2,28 miliar. Tindak pidana di
bidang perpajakan yang dilakukan yakni dengan sengaja menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
dan keterangan Tahun Pajak 2015 yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Pada kurun waktu
tersebut, terdakwa menerima penghasilan dari mengelola website sebesar Rp7 miliar. Dari penghasilan
itu, tersangka hanya melakukan pembayaran pajak sebesar Rp486 ribu yang dilaporkan ke KPP Pratama
Denpasar Timur. Atas perbuatannya tersebut, menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar
2,28 miliar rupiah. Kasus terdakwa ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil Direktorat
EBhderal Pajak Bali. Oleh karena itu, tersangka terbukti bersalah melakukan tindak pidana perpajakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (www.pajak.go.id).

Kasus penggelapan pajak yang terjadi di Sumatera Selatan tanggal 1 Desember 2015, pengadilan
negeri Palembang melakukan sidang keputusan atas kasus penggelapan pajak oleh 2 (dua) orang
terdakwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota Palembang yaitu Nana Mardiana, yang pada saat
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kasus ini bergulir bertugas sebagai Bendahara Kesbangsol Linmas Kota Palembang periode 2008-2010
dan sekarang menjadi PNS BKD palembang, serta Sana Masni, PNS Kota Palembang. Keputusan
Pengadilan Negeri Palembang untuk terdakwa Nana Mardiana yaitu pidana penjara selama 2 tahun 3
bulan penjara serta denda sebesar Rp376.548.854 subsider 6 bulan penjara. Sedangkan terdakwa Sana
Masni, yaitu pidana penjara selama 1 tahun 5 bulan penjara serta denda sebesar Rp376.548.854 subsider
5 bulan penjara (www.pajak.go.id).

Berdasarkan data kasus di atas dapat diketahui bahwa kasus penggelapan pajak masih banyak
terjadi di Indonesia. Adanya perilaku wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak dapat
menimbulkan kerugian pendapatan Negara, oleh sebab itu peneliti ingin mengkaji tentang
meminimalisasi penggelapan pajak melalui optimalisasi kesadaran perilaku wajib pajak dengan
pendekatan Theory Of Planned Behavior.

LANDASAN TEORI

Theory of planned behavior
Setiap negara pada Enumnya memiliki wajib pajak yang cenderung untuk melakukan kecurangan

atau penggelapan dalam pembayaran pajak. Sehingga membayar pajak merupakan aktivitas yang tidak
bisa lepas dari kondisi behavior wajib pajak. Faktor yang bersifat emosional akan selalu menyertai
pemenuhan kewajiban perpajakan. Permasalahan tersebut berawal pada kondisi membayar pajak yang
merupakan suatu pengorbanan yang dilakukan warga negara dengan menyerahkan sebagian hartanya
kepada negara dengan suka rela. Wajib pajak tidak memperoleh kontraprestasi secara langsung atas apa
yang sudah dibayarkan.

Hal ini akan terjadi lebih besar pada wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan tinggi,
yang tentunya harus membayar pajak besar pula karena tarif pajak dan penghasilan kena pajak akan
berada pada level yang lebih tinggi. Sehingga untuk menekan adanya perilaku penggelapan pajak, maka
perlu suatu kesadaran yang besar. Penggelapan pajak adalah suatu tindakan penghindaran pajak yang
ilegal, penggelapan pajak ini dilakukan untuk memperkecil jumlah pajak terutang dengan cara melanggar
hukum dan tidak sesuai dengan undang-undhg yang berlaku (Sundari, 2019).

Ajzen (1991) dalam Kurniawati (2014) mengembangkan Theory of Reasoned Action menjadi sebuah
teori lain, yaitu 7heory of Planned Behavior dan memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang
dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. Theory of Planned Behavior (TPB) menyatakan
bahwa selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma subjektif, individu juga mempertimbangkan
kontrol tingkah laku yang dipersepsikan yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut.
Teori ini menjelaskan bahwa adanya niat untuk berperilaku dapat menimbulkan perilaku yang ditampilkan
oleh individu.

Theory of Planned Behavior membagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang
Elambil oleh individu, yaitu:

a. Behavioral Belief merupakan keyakinan akan menghasilkan dari suatu perilaku dan evaluasi berupa
penilaian terhadap B&sil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil dari suatu perilaku
tersebut kemudian &kan membentuk variabel sikap (attitude).

b. Normative Belief merupakan keyakinan individu terhadap sebuah harapan normatif individu atau
orang lain yang akan menjadi referensi antara lain keluarga, teman, atasan, atau konsultan pajak
yang dapat menyetufEli atau menolak dalam melakukan suatu perilaku yang diberikan. Hal ini akan
membentuk variabel norma subjektif ( subjectif norm).

c. Control Belief merupakan keyakinan individu yang berdasarkan pada pengalaman masa lalu dari
perilaku, serta fak} yang mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku tersebut.
Keyakinan ini akan membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (perceived behavioral
control).

Faktor yang mendasari teori ini adalah niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku dimana niat
dapat diindikasikan oleff[leberapa kuat keinginan seseorang untuk mencoba atau seberapa besar usaha
yang dilakukan untuk melaksanakan perilaku tersebut. Sehingga semakin besar niat seseorang untuk
berperilaku, semakin besar kemungkinan perilaku tersebut dicapai atau dilaksanakan.

Hubungan dari teori ini dengan tindakan penggelapan pajak adalah rasionalitas akan mempengaruhi
penentuan perilaku tindakan penggelapan pajak individu. Dalam konteks ini, wajib pajak akan
mempertimbangkan manfaat pajak itu sendiri. Selain rasionalitas, lingkungan yang juga berpengaruh
karena akan berhubungan dengan pembentukan norma subjektif yang berpengaruh pada keputusan
perilaku.
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Penggelapan Pajak [}

Penggelapan Pajak oleh Wajib Pajak adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan
Pajak. Penggelapan Pajak oleh Wajib Pajak tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pengenaan
sanksi pajak tidak berat, lemahnya penegakan hukum, manfaat dan biaya, kecil kemungkinan
perbuatannya terungkap dan bila terungkap masalahnya dapat diselesaikan (Hutagaol dalam Surono dan
Hidayat, 2014).

Menurut McGee dalam Basri (2015), mengemukakan bahwa penggelapan pajak merupakan suatu
moral yang memiliki ketidakmampuan wajib pajak dalam membayar pajak dikerankan tarif pajak yang
terlalu tinggi atau tidak banyak mendapatkan imbalan atas pembayaran pajak.

Menurut Khlif dan Achek dalam Matitaputty dan Adi (2021), menjelaskan bahwa penggelapan pajak
mengacu pada suatu tindakan yang sengaja oleh wajib pajak dengan melanggar peraturan perpajakan
yang ada. Sedangkan menurut Putri. et a/ (2018), penggelapan pajak adalah suatu perbuatan yang
melanggar peraturan perpajakan dengan cara melaporkan kurang saji atau lebih saji atas pemotongan
dalam SPT tahunan.

Menurut Pohan dalam Suharti dan Rachmania (2019), menyatakan bahwa ada tiga cara bagi wajib
pajak untuk meminimalkan beban pajak diantaranya. yaitu penggelapan pajak, penghindaran pajak dan
penghematan pajak. Penghindaran Pajak adalah salah satu teknik untuk menghindari pajak secara ilegal
dan tidak aman bagi mereka. Cara ini merupakan salah satu penipuan dan kejahatan fiskal yang
bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan perpajakan. Risiko tinggi dari tindakan ini harus
diadili dengan hukuman yang berat. Penghindaran pajak dilakukan oleh wajib pajak sebagai perlawanan
aktif yang disebabkan oleh ketidakadilan dalam sistem perpajakan atau karena adanya kesenjangan
dalam sistem perpajakan yang buruk.

Rahayu dalam Supadmi (2019), menjelaskan bahwa fax evasion merupakan usaha aktif dari wajib
pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, manipulasi secara ilegal terhadap hutang pajak atau
dengan sengaja meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terhutang menurut
aturan perundang-undangan.

Tindakan penggelapan pajak dapat dilakukan oleh masyarakat dikarenakan mereka kurang
memahami ketentuan perpajakan yang ada, meliputi Undang-Undang Perpajakan dan pemanfaatan akan
adanya celah dalam Undang-Undang Perpajakan (/oopholes) sehingga dapat disalahgunakan oleh
individu untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum dengan tidak memberikan data keuangan
yang sebenar-benarnya (tidak jujur), maupun menyembunyikan data keuangan yang dimilikinya
(Rahman, 2013).

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Pada artikel ini menggunakan metode pendekatan studi pustaka. Studi pustaka atau study literature
yaitu mengumpulkan informasi atau jurnal ilmiah yang bertujuan sebagai obyek penelitian atau
pengumpulan data yang bersifat kepustakaan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya
tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Pencarian
jurnal tersebut dilakukan melalui database elektronik Google Scholar dengan kata kunci penggelapan
pajak (tax evasfon). Dari perncarian tersebut diperoleh sebanyak 25 referensi yang 17 referensi sesuai
dengan topik yang dibahas dan 8 referensi sebagai pendukung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Menurut studi pustaka yang telah dilakukan bahwasannya perilaku wajib pajak dalam melakukan
penggelapan pajak dilatarbelakangi oleh banyak faktor. Misalnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh
fiskus, lingkungan wajib pajak, dan pemeriksaan wajib pajak oleh fiskus. Hasil kajian penggelapan pajak
dengan pendekatan Theory of Planned Behavior disajikan sebagai berikut:

Sikap (attitude) terbentuk dari behavioral belief, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan
evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Sikap arah perilaku mengarah pada perasaan
memihak atau perasaan tidak memihak terhadap suatu objek yang akan disikapi yang timbul dari adanya
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evaluasi individual atas keyakinan terhadap hasil yang didapatkan dari perilaku tersebut (Kurniawati,
2014).

Sikap (attitude) wajib pajak terhadap penggelapan pajak menunjukan bahwa sikap melayani yang
diberikan fiskus kurang optimal, Sehingga dapat mempengaruhi sikap wajib pajak untuk melakukan
penggelapan pajak dan ketidakpatuhan atas kewajiban pajaknya. Dengan demikian, peningkatan
pelayanan aparat pajak (fiskElj) idealnya akan memberikan pengaruh bagi wajib pajak untuk tidak
melakukan penggelapan pajak dan memandang pendelapan pajak sebagai tindakan ilegal, tidak etis dan
melanggar hukum (Masruroh dan Zulaikhah, 2013). Pentingnya keadilan bagi seseorang termasuk dalam
pembayaran pajak juga akan mempengaruhi sikap mereka dalam melakukan pembayaran pajak.

Dari penjelasan di atas diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Susmita dan Supadmi (2016),
hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh postif dan signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Noviantari dan Etiawan (2018), hasil
penelitian menunjukkan bahwa kualitas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak. Sehingga dapat diartikan bahwa semakin baik pelayanan yang diberikan aparat pajak maka
tindakan penggelapan pajak akan semalfl menurun dan sebaliknya.

Norma subjektif (Normative belief) adalah persepsi individu terhadap harapan dari orang-orang yang
berpengaruh dalam kehidupannya (significant others) mengenai dilakukan atau tidak dilakukannya
perilaku tertentu (Kurniawati, 2014). Persepsi ini sifatnya subjektif sehingga dimensi ini disebut norma
subjektif. Sebagaimana sikap terhadap perilaku, norma subjektif juga dipengaruhi oleh keyakinan.
Bedanya adalah apabila sikap terhadap perilaku merupakan fungsi dari keyakinan individu terhadap
perilaku yang akan dilakukan (behavioral beliefy maka norma subjektif adalah fungsi dari keyakinan
individu yang diperoleh atas pandangan orang-orang lain terhadap objek sikap yang berhubungan
dengan individu (normative belief).

Norma subjektif (Normative bekefy mengarah pada Eanan sosial yang dipersepsikan untuk
melaksanakan perilaku tertentu atau tidak. Oleh karena itu hambatan yarfinungkin timbul pada saat
berperilaku dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun lingkungannya. Sebelum individu melakukan
sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya
tersebut. Ketika akan melakukan sesuatu, wajib pajak akan memiliki keyakinan tentang harapan
norrmatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan
keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, serta teknologi dan informasi
perpajakan (Maghfirch dan Fajarwati, 2016). Ketika keadilan perpajakan baik, sistem perpajakan yang
baik, tidak adanya diskriminasi perpajakan, serta teknologi dan informasi perpajakan yang semakin baik
akan memberikan motivasi kepada wajib pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak.

Dari penjelasan di #Ep diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Kewangian. et af (2017), hasil
penelitian menunjukan bahwa lingiElgan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nabila (2019), menunjukkan bahwa
lingkungan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga
dapat diartikan bahwa ketidakpatuhan wajib pajak dalam hal ini adalah penggelapan pajak dapat
diminimalkan apabila kondisi lingkungan wajib pajak kondusif. Lingkungan kondusif wajib pajak yang
dimaksud misalnya dengan menerapkan peraturan perpajakan yang berlaku, menciptakan prosedur yang
mudah dan sederhana serta biaya yang dikeluarkan untuk urusan pajak sebanding dengan apa yang
didapatkan wajib pajak.

Kontro perilaku (Controf belief) merupakan keyakinan individu yang didasarkan pada pengalaman
masa lalu dengan perilaku, serta faktor atau hal-hal yang mendukung atau menghambat persepsinya
atas perilaku (Kurniawati, 2014). Kontrol perilaku yang dipersepsikan mengarah pada persepsi mudah
atau tidaknya untuk melaksanakan perilaku dan diasurfifskan untuk mencerminkan pengalaman di masa
lalu seperti halangan dan rintangan yang diantisipasi. Individu yang mempunyai persepsi kontrol tinggi
akan terus terdorong dan berusaha untuk berhasil karena yakin dengan sumberdaya dan kesempatan
yang ada, kesulitan yang dihadapinya dapat diatasi. Oleh karena itu dalam mengkontrol perilaku perlu
dilakukan adanya pemeriksaan pajak akan mengarah pada kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang
dilakukan oleh wajib pajak.

Kontro perilaku (Control beliefy yang dilakukan dalam hal ini adalah pengawasan atas
pemberlakuannya self-assessment system yang memberikan peluang besar terhadap wajib pajak yang
ingin melakukan kecurang@ pajak yaitu dengan sengaja tidak menyampaikan surat pengetahuan (SPT)
secara jujur dan benar. Mekanisme pemeriksaan yang baik merupakan tindakan pengawasan atas
pelaksanaan akan pelaksanaan sistem se/f-assessment, agar dapat menumbuhkan kepatuhan wajib pajak
sehingga dapat membentuk suatu sistem yang khas dalam rangka mewujudkan efektifitas dan efisiensi
pemeriksaan (Puspitasari dan Wardani, 2013).
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Dari penjelasan di atas diperkuat dengan penelitian yang dilakukan penelitian yang dilakukan oleh
Utami dan Aji (2015), hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan
sistem self assessment systermn berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pendaftaran
NPWP, perhitungan pajak, penyetoran pajak, pelaporan SPT sudah dilakukan oleh wajib pajak sendiri.
Selanjutnya Setyarini dan Nugrahani (2020), hasil penelitian menunjukan bahwa sgEBm se/f-assessment
berpengaruh signifikan terhadap penggelapan. Sehingga dapat diartikan bahwa penerapan sistem ini
memberikan kesempatan lebih besar untuk melakukan tindakan fax evasion. Jika wajib pajak tidak
menghitung dan melaporkan secara tepat besamya pajak terutang maka termasuk dalam kategori
tindakan tax evasion.

Dengan demikian, sikap (affitude), norma subjektif (normative belief), kontro perilaku (contro/
belief) merupakan faktor yang dapat memepengaruhi perilaku wajib pajak dalam melakukan atau tidak
melakukan atas penggelapan pajak. Faktor tersebut juga mampu meberikan suatu penilaian atas apa
yang dilakukan wajib pajak dalam patuh atau tidaknya wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.
Oleh karena itu dalam pembahasan studi ini dapat mengetahui perilaku apa saja yang mendorong wajib
pajak dalam melakukan tindakan penggelapan pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian pustaka yang telah dilakukan dengan menggunakan pendekatan Theory of
Planned Behavior yang menjelaskan bahwa perilaku tertentu seseorang didasari oleh niatnya untuk
berperilaku tertentu tersebut. Dalam kaitannya dengan wajib pajak, niat untuk berperilaku tidak patuh
pajak ternyata tidaklah semata-mata didasari oleh sikapnya yang tidak patuh.

Berdasarkan kajian pustaka dalam hal ini adalah sikap (attitude) wajib pajak atas penggelapan pajak
dipengaruhi oleh sikap melayani §#g diberikan oleh aparat pajak yang tidak maksimal. Sehingga harus
meningkatkan kualitas pelayanan oleh apar@ipajak (fiskus) yang akan memberikan pengaruh bagi waijib
pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak dan memandang penggelapan pajak sebagai tindakan
ilegal, tidak etis dan melanggar hukum. Selanjutnya norma subjektif (Normative belief) mengarah pada
B anan sosial yang dipersepsikan untuk melaksanakan perilaku tertentu atau tidak. Oleh karena itu
hambatan yang mungkin timbul pada saat berperilaku dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun
lingkungannya. Sehingga perlu adanya sosialisasi mengenai pemahaman perpajakan dilingkungan wajib
pajak yang secara masif dan teragendakan. Sedangkan kontrol perilaku (Contro/ belief) yang dilakukan
dalam hal ini adalah pengawasan atas pemberlakuannya seff-assessment system yang memberikan
peluang besar terhadap wajib pajak yang ingin melakukan kecurangan pajak yaitu dengan sengaja tidak
menyampaikan surat pengetahuan (SPT) secara jujur dan benar. Sehingga peru adanya pengawasan
yang intensif dilakukan oleh aparat pajak untuk bisa mengkontrol perilaku wajib pajak dalam penerapan
sistem seff-assessment agar wajib pajak dapat menghindari tindakan penggelapan pajak.

Saran

Bagi penyelenggara perpajakan, yang perlu dilakukan oleh fiskus adalah melakukan sosialisasi
perpajakan agar wajib pajak dapat memahami aturan-aturan perpajakan yang berlaku. Selain
menggunakan pendekatan Theory of Planned Behavior penulis menyarankan perlu dilakukan kajian lebih
mendalam mengani penggelapan pajak menggunakan pendekatan teori yang lain.
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